
91 

 

Daftar Pustaka 

 

 

Abdulrahman, Robin. 2017. KPUD Cilacap Siapkan TPS Khusus di 
Nusakambangan. RRI 7 Pebruari 2017. Diakses dari 
http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/357980/cilacap/kpud_cilacap_siap
kan_tps_khusus_di_nusakambangan.html tanggal 10 September 2019. 

Amir, M. Taufiq. 2011. Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: 
Rajawali Pers. 

Antares. 2019. Kasus Pemilu 2019 di Empat Negara. Beritagar 15 April 2019. 
Diakses dari https://www.tagar.id/kasus-pemilu-2019-di-empat-negara 
tanggal 09 Januari 2020. 

BPS Kabupaten Cilacap. 2017. Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2017. Cilacap. 

BPS Kabupaten Cilacap. 2019. Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2019. Cilacap. 

BPS Provinsi Jawa Tengah. 2019. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019. 
Semarang. 

Budi, Arya dkk. Voter Abstention dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus 
Ketidakhadiran Pemilih dalam Pilkada 2018 di Kota Medan. Hibah Riset 
Fisipol UGM 2018. Dipresentasikan pada acara Research Days 2018 
tanggal 27 November 2018 di Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM. 

Dahl, Robert. 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi 
Secara Singkat (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Disdukcapil Kabupaten Cilacap. 2018. Profil Perkembangan Kependudukan 
Tahun 2017. Cilacap. 

Dwidjowijoto, Riant N. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara 
Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Edwin, Yoseph. 2018. Ketimpangan Jangkauan Sinyal Seluler Menghadapi 
Indistri 4.0. Beritagar 14 Desember 2018. Diakses dari 
https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/ketimpangan-jangkauan-sinyal-
seluler-menghadapi-industri-40 tanggal 04 Agustus 2019. 

El Muhtaj, Majda dan Ifdhal Kasim. 2008. Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Rajawali Press. 

Eliss, Andrew dkk. 2016. Memberikan Suara dari Luar Negeri. IDEA 
International (terjemahan Perludem).  

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



92 

 

Fadhil, Haris. 2018. Provinsi Juara Kasus Korupsi Versi ICW: Jatim Pertama, 
Sumut Kedua. Detik 17 Desember 2018. Diakses dari 
https://news.detik.com/berita/4346603/provinsi-juara-kasus-korupsi-
versi-icw-jatim-pertama-sumut-kedua tanggal 05 Maret 2019. 

Gaffar, Janedjri M. 2013. Kajian Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu dalam 
Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1. 

Ghasali, Fathur Rahman. 2017. Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam 
Menjamin Hak Pilih Mahasiswa Pendatang pada Pemilu Pilpres 2014. 
Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada. 

Gronke, Paul et al. 2008.Convenience Voting. Annual Review of Political Science. 
ANRV344-PL11-19, ARI, 28 January 2008, pp. 437-455. 

Hidayah, Anis. 2014. Demokrasi Pilu: Potret Penyelenggaraan Pemilu RI 2009 di 
Luar Negeri. Jakarta: Migrant Care. 

Hikam, Muhammad A.S. 1999. Politik Kewarganegaraan: Landasan 
Redemokratisasi di Indonesia. Jakarta: Erlangga. 

http://aceproject.org  

http://cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=23  

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-

1bd1-b847-313134333039/year/2019/month/9  

http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/absentee-and-early-

voting.aspx  

http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/all-mail-elections.aspx 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia  

https://disnakertrans.jatengprov.go.id/databidang/penempatan  

https://elections.sim.dk/advance-voting/  

https://www.aec.gov.au/voting/ways_to_vote/ 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=ces&document=part4&la

ng=e  

https://www.electoralintegrityproject.com/pei-core-survey-items  

https://www.electoralintegrityproject.com/the-year-in-elections-2017 

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



93 

 

https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout 

https://www.posindonesia.co.id/id/content/44 

https://www.usa.gov/absentee-voting  

Husein, Harun. 2014. Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi 
Banding. Jakarta: Perludem. 

IDEA. 2002. Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman 
Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Seri Buku Panduan. 

IDEA. 2016. Voter Turnout Trends Around The World. 

Intan, Novita. 2019. Bank Dunia: Indonesia alami kesenjangan Infrastruktur. 
Republika 01 Juli 2019. Diakses dari 
https://republika.co.id/berita/pty83t383/bank-dunia-indonesia-alami-
kesenjangan-infrastruktur tanggal 04 Agustus 2019. 

Iswinarno, Chandra. 2016. 13.665 Warga Cilacap Harus Urus Surat Keterangan 
Agar Bisa Mencoblos. Merdeka 7 Desember 2016. Diakses dari 
https://www.merdeka.com/peristiwa/13665-warga-cilacap-harus-urus-
surat-keterangan-agar-bisa-mencoblos.html tanggal 10 September 2019. 

Jackiewicz, Andrzej. 2016. Postal Voting and Voting by Proxy as an Alteranive 
Voting Methods in the Light of the Electoral Code in Poland. 
Bialostockie Studia Prawnicze 2016 vol. 20/A, pp. 261-271. 

KPU Kabupaten Cilacap. 2017. Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017. Cilacap. 

KPU. 2015. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014: Studi Atas kehadiran dan 
Ketidakhadiran di TPS, Perilaku Pemilih, Politik Uang, Melek Politik 
dan Kesukarelaan Warga. Jakarta: KPU. 

Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). 2014. 
Laporan Evaluasi Pemilu. Jakarta. 

Masmulyadi (ed). 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: 
Perihal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. Bawaslu: Jakarta. 

McNeish, Joanne. 2005.Voting By Mail. Canadian Journal of Marketing Research. 
Volume 22.1, pp. 22-26. 

Migrant Care. 2019. Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan 
Pemilu Serentak 2019 di Luar Negeri (Malaysia, Singapura dan 
Hongkong). Jakarta. Migrant Care. 

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



94 

 

Muktiono. 2009. Penegakan Hak atas Demokrasi Kelompok Rentang dalam 
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dalam Sudut Pandang Hak 
Asasi Manusia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. 

Nadlir, Moh. 2018. Integritas Pemilu Terganggu Jika Hak Pilih Warga Tidak 
Dijamin. Kompas 21 Maret 2018. Diakses dari 
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/21/18175281/integritas-
pemilu-terganggu-jika-hak-pilih-warga-tidak-dijamin tanggal 12 Maret 
2019. 

Nistanto, Reska K. 2019. Riset: Penetrasi Internet Indonesia Naik Jadi 56 Persen. 
Kompas 04 Pebruari 2019. Diakses dari 
https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/11420097/riset-penetrasi-
internet-indonesia-naik-jadi-56-persen tanggal 04 Agustus 2019. 

Nohlen dan Grotz. 2000. External Voting: Legal Framework and Overview of 
Electoral Legislation. Boletin Mexicano de Derecho Comparado, nueva 
serie, ano XXXIII, num 99, September-December de 2000, pp. 1115-
1145. 

Novianty, Dytha. 2019. Sesuai Target, Satelit Nusantara Satu Resmi Meluncur di 
Florida. Suara 22 Pebruari 2019. Diakses dari 
https://www.suara.com/tekno/2019/02/22/103558/sesuai-target-satelit-
nusantara-satu-resmi-meluncur-dari-florida tanggal 04 Agustus 2019. 

Nurhasim, Moch (ed). 2014. Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Sebuah Studi 
Penjajakan. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia-Komisi Pemilihan Umum. 

Pasaribu dan Sadikin. 2015. Akses bagi Semua yang Berhak: Pembukaan Akses 
Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: 
Yayasan Perludem. 

Perludem. 2014. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014: 
Rekomendasi atas Hasil Workshop Knowledge Sharing. Jakarta. 

Piliang, Yurnelis. 2008. Pendaftaran Pemilih Pola De Jure dan Implikasinya 
terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta. Tesis tidak 
dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada. 

Pito, Toni Andrianus, Efriza dan Fasyah Kemal. 2006. Mengenal Teori-Teori 
Politik. Bandung: Nuansa. 

PLN. 2019. Laporan Tahunan 2018. Jakarta. 

PolGov. 2017. Pemilih dengan KTP: Pilot Study tentang DPKTb di Daerah 
Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Presiden 2014. 

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



95 

 

Pradipha, Facundo Chrysnha. 2019. Masalah Pemilu 2019 di Luar Negeri, 
Bawaslu Usulkan Ini untuk Pemilu 2019 di Malaysia dan Sidney. 
Tribunnews 16 April 2019. Diakses dari 
https://www.tribunnews.com/section/2019/04/16/masalah-pemilu-2019-
di-luar-negeri-bawaslu-usulkan-ini-untuk-pemilu-2019-di-malaysia-dan-
sidney?page=all tanggal 09 Januari 2020. 

Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem 
dan Problem Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-
Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat 
(LP3M) Universitas Hahid Hasyim Semarang.  

Rachman, Taufik. 2015. Partisipasi Politik Medan 30 Persen, Dampak dari 
Korupsi?. Republika 12 Desember 2015. Diakses dari 
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/12/nz7htr219-
partisipasi-politik-medan-30-persen-dampak-dari-korupsi tanggal 05 
Maret 2019. 

Rangkuti, Freddy. 1997. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Richey, Sean. 2008. Voting by Mail: Turnout and Institutional Reform in Oregon. 
Social Science Quarterly, Vol. 89, No. 4, pp. 902-915. Wiley. 

Ridlo, Muhamad. 2019. Ratusan Napi Nusakambanagan Ikut Pemilu 2019, 
Bagaimana Pengamananny?. Liputan 6 17 April 2019. Diakses dari 
https://www.liputan6.com/regional/read/3943182/ratusan-napi-
nusakambangan-ikut-pemilu-2019-bagaimana-pengamanannya tanggal 
25 Juni 2019. 

Ridlo, Muhamad. 2019. TPS-TPS Khusus di Nusakambangan untuk Pemilu 2019. 
Liputan 6 11 April 2019. Diakses dari 
https://www.liputan6.com/regional/read/3938803/tps-tps-khusus-di-
nusakambangan-untuk-pemilu-2019 tanggal 25 Juni 2019. 

Sahdan dan Habbodin (ed). 2009. Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di 
Indonesia. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD). 

Subarkah, Lugas dan Razak, Abdul Hamid. 2019. Terhambat Administrasi, 
Ribuan Mahasiswa di DIY Terancam Golput.  Harian Jogja 11 April 
2019. Diakses dari 
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/11/510/984404/terham
bat-administrasi-ribuan-mahasiswa-di-diy-terancam-golput tanggal 24 
Juni. 

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



96 

 

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sumarwoto. 2017. Kaum Difabel Cilacap Terbantu saat Gunakan Hak Pilih. 
Antara News 15 Pebruari 2017. Diakses dari 
https://jateng.antaranews.com/berita/160949/kaum-difabel-cilacap-
terbantu-saat-gunakan-hak-pilih tanggal 12 September 2019. 

Supriyanto, Didik. 2007. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta: 
Perludem. 

Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik. 2013. Seri Demokrasi Elektoral Buku 12  
Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum. Jakarta: Kemitraan. 

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi 
Kursi DPR ke Provinsi. Jakarta: Kemitraan.  

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia. 

Surbakti, Ramlan. 2018. Pemilu Inklusif. Kompas 12 Januari 2018. Diakses dari 
https://kompas.id/baca/opini/2018/01/12/pemilu-inklusif/. 12 Januari 
2018 tanggal 27 Maret. 

Surbakti, Ramlan. 2019. Peserta Pemilu dan Partisipasi Pemilih. Kompas 08 
Januari 2019. Diakses dari 
https://kompas.id/baca/opini/2019/01/08/peserta-pemilu-dan-partisipasi-
pemilih/ tanggal 09 April 2019. 

Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik dan Asy’ari, Hasyim. 2011. Meningkatkan 
Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran 
Daftar. Jakarta: Kemitraan. 

Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik dan Asy’ari, Hasyim. 2011. Menjaga 
Kedaulatan Pemilih. Jakarta: Kemitraan. 

Susanto, Muhammad Ridlo. 2016. KPUD Cilacap Siapkan 7 TPS Lapas untuk 
Pilkada 2017. KBR 21 Nopember 2016. Diakses dari 
https://kbr.id/berita/11-
2016/kpud_cilacap_siapkan_7_tps_lapas_untuk_pilkada_2017/86923.ht
ml tanggal 12 September 2019. 

The Indonesian Institute. 2018. Kajian Kebijakan Pilkada 2018. Jakarta: The 
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. 

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



97 

 

Ubaedillah dan Rozak (ed). 2008. Demokrasi: Hak Asasi Manusia dan 
Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah-Prenada 
Media Grup. 

Wibawa, Samodra, Purbokusumo, Yuyun dan Pramusinto, Agus. 1994. Evaluasi 
Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Wibowo, Alfutra Egan. 2017. Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Binaan 
Permasyarakatan (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak 2017 bagi Warga Binaan Permasyarakatan Asal Kabupaten 
Kulon Progo di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Wirogunan 
Yogyakarta). Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada. 

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress. 

Windu, Shandy. 2016. KPU Cilacap Sosialisasikan Pilbup 2017 bagi Penyandang 
Disabilitas. RRI 15 Desember 2016. Diakses dari 
http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/338623/cilacap/kpu_cilacap_sosiali
sasikan_pilbup_2017_bagi_penyandang_disabilitas.html tanggal 08 
September 2019. 

 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan 
Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan 
dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran 
Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. 

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



98 

 

Formulir Model DC1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap 
Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk 
Provinsi Jawa Tengah. 

Formulir Model DC1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap 
Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk 
Provinsi DIY. 

Formulir Model DC1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari 
Setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Tahun 2018. 

Formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. 

Formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten 
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017. 

Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 5/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016 
tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum 
Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan 
Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017. 

Berita Acara nomor 76/BA/XI/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan 
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 
Tahun 2017. 

 

 

Upaya Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat pada saat Hari Pemungutan
Suara
SRI ANDRIYANI, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	JUDUL
	LEMBAR PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	BAB I

PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Review Literatur
	E. Landasan Teori
	F. Operasionalisasi Teori
	G. Metodologi

	BAB II

PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN CILACAP
	A. Pengantar
	B. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 

2017
	C. Gambaran Pemilih di Kabupaten Cilacap
	D. Faktor Penyebab Ketidakhadiran Pemilih
	E. Kesimpulan

	BAB III

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU
	A. Pengantar
	B. Meknisme Pemungutan Suara di Indonesia 
	C. Menggunakan Hak Pilih di TPS Lain atau Pindah Memilih
	D. Dukungan Pelayanan Penggunaan Hak Pilih bagi Pemilih

Berkebutuhan Khusus
	E. Pemilu Serentak 2019
	F. Kesimpulan

	BAB IV

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PENJAMINAN HAK 

PILIH
	A. Pengantar
	B. Mekanisme Pemungutan Suara di Berbagai Negara
	C. Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme Pemungutan Suara
	D. Absentee Voting dan Early Voting
	E. Tinjauan Kerangka Hukum Pemungutan Suara Eksternal
	F. Prasyarat Absentee Voting
	G. Tantangan Absentee Voting
	H. Peluang Absentee Voting di Indonesia
	I. Kesimpulan 

	BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
	A. Kesimpulan
	B. Rekomendasi

	Daftar Pustaka

